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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Setelah mempelajari ilmu akuntansi selama kurang lebih tujuh tahun, 

penulis berpendapat bahwa laporan keuangan adalah suatu informasi dari suatu 

perusahaan yang dibuat oleh seorang akuntan guna menjadi acuan untuk 

manajemen untuk mengambil keputusan agar perusahaan dapat going concern 

atau mempertahankan eksistensinya, juga untuk kepentingan investasi agar 

banyak investor yang menananmkan modalnya di perusahaan tersebut yang 

tentunya ketertarikan investor akan muncul ketika mereka melihat laporan 

keuangan perusahaan tersebut terutama pada bagian income statement atau 

laporan laba rugi, serta untuk kepentingan pemerintahan yakni dalam hal 

membayar pajak karena sebuah perusahaan harus mempublikasikan laporan 

keuangannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Disisi lain terdapat pula empat 

karakter kualitatif pokok dari laporan keuangan, yakni understandable atau dapat 

dipahami, relevance atau relevan, comparable atau dapat dibandingkan, serta 

reliable atau dapat diandalkan. Laporan keuangan yang dapat dipahami, relevan, 

jelas, dan berkualitas akan menjadi andal dengan sendirinya, serta akan menjadi 

acuan sepenuhnya bagi para penggunanya, seperti salah satunya mempermudah 

external auditor yang akan mengaudit laporan keuangan tersebut. 

Disebutkan dalam Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) 

No.1 bahwa “tujuan dari pelaporan keuangan salah satunya adalah untuk 

menyediakan informasi yang berguna untuk para investor dan kreditor yang sudah 

ada maupun para investor dan kreditor potensial dalam membuat suatu keputusan 

yang rasional mengenai investasi, kredit, serta keputusan lain yang  sejenis.” 

Penulis berpikir bahwa dengan menyadari pentingnya kandungan 

informasi dalam laporan keuangan, menjadikan para manajer termotivasi untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan, dengan  begitu eksistensi perusahaan akan tetap 

terjaga. Namun, terdapat beberapa kasus dimana  manajer gagal dalam mencapai 

tujuan kinerjanya sehingga informasi yang akan tampil dalam laporan keuangan 
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tidak akan memuaskan. Manajer puncak merupakan posisi  yang sangat strategis 

karena adanya kebebasan untuk mengakses informasi internal perusahaan, apabila 

manajer tidak dilandasi dengan etika yang baik maka perekayasaan informasi 

dapat terjadi. Perekayasaan informasi yang dapat menyesatkan para  pengguna 

laporan keuangan sehingga menimbulkan  kerugian  pada  berbagai  pihak  telah 

menjadi skandal yang sering terjadi dalam perekonomian. Praktik kecurangan  

laporan keuangan atau yang biasa disebut dengan fraud selalu menyita perhatian  

publik. Berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan yang melakukan 

kecurangan akan banyak dirugikan karena informasi yang dipublikasikan bersifat 

semu dan menyesatkan. Keputusan yang telah diambil sudah tidak bersifat 

rasional serta terjadi kegagalan dalam mendapatkan return dari aktivitas investasi. 

Pada situasi ini manajer puncak menjadi pihak yang akan disalahkan dan 

bertanggung jawab dalam penanganan kasus. Proses audit yang berlangsung pada 

tahun tersebut tentunya juga akan dipertanyakan. Auditor yang seharusnya 

memberikan keyakinan atas materialitas informasi mengapa bisa sampai gagal 

dalam mendeteksi adanya kecurangan. 

Melihat pendapat T. Gayus Lumbun (2011) mengenai pengertian diskresi 

meskipun dari sisi hukum yang mendefinisikan bahwa “diskresi adalah kebijakan 

dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat 

publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, 

dengan tiga syarat. Yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah 

kewenangannya, dan tidak melanggar azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik 

(AUPB)” maka penulis berpendapat bahwa aksi-aksi negatif yang biasa muncul 

dalam kehidupan akuntansi selain abuse of power yakni diskresi. Diskresi 

merupakan suatu tindakan yang biasa dilakukan oleh pejabat yang mana seorang 

pejabat mempunyai wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, 

membuat atau tidak membuat kebijakan baru, dan bahkan diberikan wewenang 

untuk melanggar peraturan dengan syarat demi memecahkan masalah yang ada 

dan dengan tujuan kepentingan bersama. Diskresi dapat dikatakan sebagai 

tindakan buruk yakni ketika seorang pejabat melakukan suatu aksi yang 

melanggar aturan, membuat kebijakan yang hanya menguntungkan pihak tertentu 

dan tidak untuk kepentingan umum, serta melanggar peraturan untuk kepentingan 
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pribadi atau satu pihak. Tindakan diskresi yang berdampak buruk tersebut disebut 

tindakan diskresi negatif yang mirip dengan tindakan abuse of power karena 

sama-sama mengarah pada tindakan fraud dan keduanya dilakukan ketika ada 

tekanan, kesempatan, lemahnya internal kontrol, dan kurangnya pengawasan. 

Untuk lebih jelasnya dijelaskan pula oleh Sulistiawan (2011:12) bahwa 

“diskresi adalah kebebasan untuk mempertimbangkan dan menilai apa yang harus 

dilakukan atau tidak dilakukan. Diskresi dibagi menjadi dua, yakni; pertama, 

diskresi terikat yaitu ada aturannya, tetapi tidak lengkap, misalnya UU PT yang 

memberi atau membuka ruang untuk pejabat untuk mempertimbangkan, UU 

hanya membuka ruang saja. Pejabat hanya melengkapi ruang kosong dengan 

mengeluarkan kebijakan publik; kedua, diskresi bebas, yakni aturan yang ada 

tidak mampu menjawab persoalan masyarakat, bisa jadi karena aturannya kaku 

atau tidak mampu mengatasi aturan, atau aturan tersebut hanya bersifat general. 

Maka pejabat publik harus menyelesaikan persoalan dengan mengeluarkam suatu 

kebijakan. Pertimbangan sepenuhnya ada pada pejabat publik, yang penting 

tujuan tercapai meskipun untuk mencapai tujuan harus menyampingkan aturan. 

Tindakan yang sering dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut (bagi perusahaan 

tujuan yang paling ingin dicapai yakni meningkatkan laba pada setiap periodenya) 

adalah manajemen laba. Manajemen laba muncul karena adanya masalah 

keagenan yaitu konflik kepentingan antara pemilik (principal) dengan pengelola 

(agent) akibat tidak bertemunya utilitas maksimal diantara mereka karena 

manajemen memiliki informasi tentang perusahaan lebih banyak daripada 

pemegang saham sehingga terjadi asimetri informasi yang memungkinkan 

manajemen melakukan praktik akuntansi dengan orientasi pada laba untuk 

mencapai suatu kinerja tertentu. Konflik keagenan yang mengakibatkan adanya 

tindakan opportunistic manajemen sehingga laba yang dilaporkan bersifat semu, 

akan menyebabkan nilai perusahaan berkurang di masa yang akan datang. 

Manajer menggunakan beberapa pola dalam melakukan manajemen laba 

diantaranya yaitu perataan laba (Income Smoothing). Dalam hal ini perataan laba 

menunjukkan suatu usaha manajemen perusahaan untuk mengurangi variasi laba 

pada batas-batas yang diizinkan dalam praktek akuntansi dan prinsip manajemen 

yang wajar. Jika laba yang dihasilkan tidak stabil atau terus berfluktuasi, maka 
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kinerja manajer akan dipertanyakan dan akan berakibat buruk bagi nama baik 

perusahaan. Oleh karena itu, manajer termotivasi untuk melakukan perataan laba.” 

Terdapat sebuah kasus korupsi pada BUMN XXX yang terjadi dalam 

kegiatan bantuan dana PKBL sebesar Rp 45 miliar. Yang mana BUMN XXX 

memberikan amanah kepada direktur utama BUMN XXX untuk menyalurkan 

dana-dana tersebut kepada sebuah universitas negeri di Bandung untuk 

pembangunan Gedung Pusat Pengkajian Inkubasi Bisinis, kemudian juga untuk 

program pelatihan dan pengembangan produksi domba di Tanjungsari, Sumedang, 

serta umtuk program penggemukan sapi di Cimenyan, Kabupaten Bandung. 

Tetapi direktur utama tersebut malah melakukan penyalahgunaan dana, yakni 

dana yang untuk penggemukan sapi di Cimenyan malah digunakan oleh dirinya 

untuk menggemukan sapi di peternakan miliknya, yang mana seharusnya dana 

tersebut seharusnya untuk peternak milik warga Cimenyan. Lebih parahnya 14 

sapi milik direktur utama tersebut yang sudah digemukkan dengan menggunakan 

dana milik BUMN XXX dijual balik lagi kepada BUMN XXX untuk kegiatan 

Tebar Qurban dan direktur utama tersebut mendapat keuntungan sebesar kurang 

lebih Rp 100 juta karena ia membeli sapi-sapi tersebut dalam kisaran harga Rp 

200 juta, dan berhasil menjual balik kepada BUMN XXX sebesar Rp 300 juta 

yang tentunya setelah dilakukan penggemukan dengan menggunakan dana yang 

diselewengkannya. (Firman Wijaksana, Ichsan, 2014, Tribun Jabar) 

Selanjutnya ada pula kausus korupsi pada BUMN XXX juga yang mana 

proyeknya berasal dari sebuah kementrian yang mana proyek tersebut merupakan 

sebuah pembangunan pusat layanan internet untuk tingkat kecamatan dan didanai 

oleh sebuah lembaga jasa pemberian dana Inodnesia. Ada 6 perusahaan yang 

memenangkan tender tersebut, salah satunya adalah BUMN XXX dan BUMN 

XXX mendapat paket terbanyak yakni 6 paket, dan mendapat dana sebesar Rp 

550 miliar. Kemudian masalah dimulai dari pada saat proyek tersebut disebut-

sebut sebagai proyek fiktif karena pasalnya banyak yang melaporkan bahwa di 

tempat pembangunan proyek tersebut, yakni Sungai Cabang, Kabupaten 

Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah serta Suryan, Kalimantan Tengah hanya 

ada sebuah proyek yang dikerjakan setengah jalan, seperti hanya ada sebuah 

parabola tetapi parabola tersebut tidak berfungsi, atau bahkan tidak ada satu 
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bangunan proyek pun dibuat di sana. Dan disinyalir dana-dana yang mencapai Rp 

1,4 triliun tersebut digunakan untuk Pemilu dan Pilpres 2014 melalui proyek ini. 

(Neraca, 2014, Tribun Jabar) 

Kemudian selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 

Direktur Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Keuangan BUMN YYY 

berinisial MH sebagai tersangka dalam kasus penjualan tanah milik perusahaan 

pelat merah itu di Jalan Nagel Nomor 109, Surabaya, Jawa Timur. "Modusnya 

penjualan tanah milik BUMN YYY dengan cara diturunkan harga dari harga nilai 

jual objek pajak (NJOP) yang berlaku tahun 2004, kasusnya tahun 2004," kata 

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP kepada wartawan di kantor KPK, Jakarta, Kamis 

(10/3/2011). Dengan menurunkan nilai NJOP, harga tanah yang seharusnya 122 

miliar rupiah dijual MH hanya dengan harga Rp82 miliar kepada pihak swasta. 

Sejak Selasa (8/3) lalu, sebanyak 8 penyidik KPK juga telah melakukan 

penggeledahan di dua tempat di BUMN YYY di Gresik dan Surabaya. 

Penggeledahan masih berlangsung hingga saat ini. Berdasarkan informasi dari 

website milik perusahaan, BUMN YYY berdiri tahun 1971. BUMN ini bergerak 

dalam bidang manufaktur peralatan industri, pengecoran dan konstruksi. (Insaf 

Albert Tarigan, 10 Maret 2011, okezone.com) 

Kasus lainnya yakni BUMN ZZZ yang mana Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) telah melimpahkan perkara dugaan suap proyek TEL BUMN ZZZ 

ke penuntutan. Namun kali ini mereka lebih dulu membawa berkas untuk Direktur 

WSL ke pengadilan. Mereka pun memisahkan pelimpahan berkas ke tahap dua 

dengan Direktur Pengolahan BUMN ZZZ yakni SAM. Namun KPK memastikan 

perbedaan waktu ini tidak akan lama. Untuk diketahui, WSL merupakan tersangka 

dugaan korupsi terkait suap proyek PT AAA dalam pengadaan bahan bakar Tetra 

Ethyl Lead (TEL) di BUMN ZZZ pada tahun 2004-2005. Kasus ini sudah cukup 

lama mandek, namun saat ini penyidikan kasus itu kembali dilanjutkan oleh KPK. 

Hal itu ditandai dengan diperiksanya dua tersangka kasus itu pada Senin 19 

Januari 2015. Dalam kasus ini, WSL disangkakan sebagai pihak pemberi suap 

kepada SAM. Maksud pemberian kepada pejabat di Pertamina itu yakni supaya 

Pertamina bersedia mengimpor bensin bertimbal dari Inggris. 
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SAM sendiri ditetapkan menjadi tersangka medio akhir November 2011 silam. 

Atas perbuatannya, SAM dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 11 

UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Sementara WSL sebagai pemberi suap ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK 2 

Januari 2012 silam. Willy dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 huruf a dan b, Pasal 13 

UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Haris 

Kurniawan, 2015, sindonews.com) 

Selanjutnya kasus pada BUMN BBB, tersangka kasus dugaan korupsi 

pengadaan 10 mobile crane, FN kembali diperiksa. Direktur Teknik BUMN BBB 

itu akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Didampingi pengacaranya, 

Frederich Yunadi, FN enggan berkomentar terkait pemeriksaannya hari ini. Dia 

yang mengenakan kemeja biru lengan panjang langsung melenggang masuk ke 

gedung Bareskrim. Fredrich hanya membenarkan bila kliennya kembali dipanggil 

untuk diperiksa penyidik terkait kasus tersebut. Sebelumnya, FN pernah diperiksa 

penyidik Polri pada Senin 23 November 2015. Total, sudah 2 kali FN menghadap 

penyidik guna memberikan keterangan. Kasus dugaan korupsi melalui pengadaan 

10 mobile crane sudah dimulai sejak Agustus 2015. Temuan penyidik, pengadaan 

mobile crane diduga tak sesuai perencanaan sehingga menyebabkan kerugian 

negara dan ada mark up anggaran. Direktur Utama BUMN BBB RJL membantah 

tuduhan itu. Dia menyebut pengadaan sudah sesuai prosedur dan tidak ada korupsi 

atau penggelembungan harga dalam prosesnya. Sejauh ini, penyidik telah 

memeriksa 48 saksi yang sebagian besar karyawan BUMN BBB. (Hanz Jimenez 

Salim, 2015, Liputan6.com) 

Kemudian, berdasarkan survey dari transparency.org dalam gatra.news 6 

Februari 2012, pada tahun 2012, Indonesia merupakan negara terkorup se-Asia 

Pacific. Tidak hanya itu, Indonesia juga merupakan negara terkorup nomor 5 se-

dunia satu level di bawah Kamerun. Indonesia Corruption Watch (ICW) 

mengumumkan bahwa dari 14 lembaga negara paling korupsi, urutan pertama 

diduduki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan jumlah 246 kasus, peringkat 

kedua diduduki kelembagaan dalam naungan Pemerintah Kota (Pemkot) yang 

memiliki 56 kasus, disusul pada peringkat ketiga yakni seluruh lembaga di 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan jumlah 23 kasus. Urutan keempat 

http://news.liputan6.com/read/2381542/cek-10-unit-mobile-crane-polisi-temukan-fakta-mengejutkan
http://news.liputan6.com/read/2386757/geledah-kantor-rj-lino-penyidik-bareskrim-angkut-2-kardus-besar
http://news.liputan6.com/read/2389440/berobat-ke-singapura-rj-lino-absen-di-rdp-pansus-pelindo-ii
http://me.liputan6.com/hanz.salim
http://me.liputan6.com/hanz.salim
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diduduki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai 18 kasus 

korupsi. Menurut Koordinator Divisi Investigasi ICW, Sunaryanto, walaupun 

jumlah korupsi di BUMN relatif lebih kecil dibanding Pemkot dan Pemprov, 

namun potensi merugikan negaranya di posisi kedua setelah Pemkab, yakni 

mencapai Rp 249,4 miliar, baru diikuti Pemprov yang mencapai Rp 88,1 miliar. 

KPU / KPUD merupakan lembaga terkorup kelima, 14 kasus dengan nilai 

kerugian negara Rp 26 miliar. Sementara lembaga terkorup keenam Kementrian 

dengan 13 kasus dengan kerugian negara Rp 56 miliar. Sedangkan untuk kasus 

ke-tujuh hingga ke-tiga belas, masing-masing Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) dengan 12 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 69 miliar, DPRD / 

DPR (10 kasus, Rp 8 miliar), Perguruan Tinggi (7 kasus, Rp 12 miliar), 

Pengadilan (4 kasus, Rp 2 miliar), Kejaksaan (4 kasus, Rp 0,8 miliar), Ormas atau 

LSM (2 kasus, Rp 24 miliar), dan Bank Indonesia (1 kasus). (Gatra.news [6 

Februari 2012] (http://gatra.com)) 

Dengan melihat beberapa contoh fenomena yang berhubungan dengan 

abuse of power dan diskresi diatas dapat dijadikan sebuah acuan dan contoh 

bahwa pada BUMN di Indonesia terdapat tindakan-tindakan yang dapat merusak 

kualitas perusahaan termasuk kualitas laporan keuangna didalamnya. Abuse of 

power dan diskresi sangat rentan terjadi pada BUMN, salah satu contohnya adalah 

memanipulasi laporan keuangan agar terlihat bagus di bursa efek. Maka dari itu, 

BUMN tidak akan luput dari kesalahan penggunaan kekuasaan dan 

penyelewengan, baik yang disengaja atau tidak, baik yang besar atau kecil, baik 

yang berjumlah material atau immaterial, serta didukung oleh beberapa contoh 

fenomena yang telah dibahas sebelumnya, sehingga sangat rentan terjadinya fraud 

khususnya dalam hal manipulasi laporan keuangan, maka dari itu saya tertarik 

untuk meneliti fenomena-fenomena tersebut terlebih berfokus pada faktor-faktor 

apa saja yang mendorong seseorang melakukan abuse of power dan diskresi 

dangan melalui penelitian yang berjudul “Abuse of Power dan Diskresi pada 

Badan Usaha Milik Negara di Indonesia”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni 

mengenai abuse of power dan diskresi pada  BUMN (Badan Usaha Milik Negara) 

di Indonesia maka permasalahan-permasalahan yang akan dipecahkan adalah: 

1. Apa saja faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan 

abuse of power? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan 

diskresi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka 

penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yakni: 

1. Untuk menggambarkan apa saja faktor-faktor yang mendorong seseorang 

melakukan tindakan abuse of power. 

2. Untuk menggambarkan apa saja faktor-faktor yang mendorong seseorang 

melakukan tindakan diskresi. 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya: 

1. Bagi penulis 

Penilitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu, serta 

pengalaman disamping sebagai pengimplementasian atas pelajaran-

pelajaran yang telah diberikan dalam perkuliahan, serta sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Program Studi 

Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas 

Pendidikan Indonesia. 

2. Bagi universitas 

Penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi di perpustakaan serta dapat 

dijadikan pembanding penelitian bagi peniliti yang mempunyai topik 

penelitian yang sama. 
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3. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian dapat dijadikan masukkan terlebih untuk masalah yang terkait 

dengan abuse of power dan diskresi atas fraud yang terjadi di sebuah perusahaan. 


